KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABAMCG

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI] DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,

Menimbang:

e

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7
Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa badan
publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi publik vang berada di bawah
kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain
informasi vang dikecualikan sesuai dengan ketentuan,
dipandang perlu menetapkan Pedoman layanan informasi
dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang tentang Pedoman layanan informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;



Mengingat:

1.
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Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4054);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tehun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan
Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51 75);

Peraturan Menteri Negara Pendayvagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Behas Sabang;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita
Acara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649,
Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor
3);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layvanan Informasi Publik (SLIP);



Menetapkan!

=
MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN EAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
TENTANG PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BERAS
SABANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala imi vang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang vang selanjutnya disebut BPKS
adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural yang dibentuk
oleh Dewan Kawasan Sabang dengan tugas dan wewenang
melaksanakan penpgelolaan, pengembangan, dan
pembangunan Kawasan Sabang,

2. Inlormasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda vang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca vang disajikan dalam berbagai
kemasan «dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi Informasi dan komunikasi sccara  clektronik

ataupun non elektrontk.

3. Informasi Elektromik adalah satu atau sekumpulan data

elektronik, termasuk tetapl tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data
Interchange [EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.
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Informasi Publik adalah informasi wang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
badan publik vang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara danfatau  penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuail dengan
peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Dokumen adalah data, catatan danj/atau Keterangan vang
dibuat danfatau diterima oleh BPKS dalam rangka
pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau
garana lainnya maupun terckam dalam bentuk apa pun,
yvang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dokumen Elektronik adalah sectiap Informasi Elektronik
yang dibuat, diteruskan, dikinmkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnva, yvang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui komputer atau sistem
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yvang mampu memahaminya.

Dokumentasi adalah data kegiatan pengumpulan,
pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan,
dan penyajian dokumen secara sistematis,

Teknologi  Informasi adalah  suatu  teknik  untuk
menyimpan, menganalisis, mengumpulkan, memproses,
menyiapkan, mengumumkan, dan/atau menyebarkan
Informasi.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik vang berfungsi  mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumbkan, mengirimkan, dan/atau

menvebarkan [nformasi Elektronik.

. Pelayanan informasi adalah jasa yang diberikan oleh BPKS

kepada masyarakat pengguna informasi.
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Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan badan lain vang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara, vang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,
dan/atau luar negeri.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang
selanjutnya discbut Atasan PPID adalah pejabat yang
merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari
atasan langsung.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang
selanjutnya  disingkat PPID, adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/fatau pelayanan
informasi di BPKS.

Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentas,
vang selanjutnya disingkat PPPID, adalah pejabat yang
bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan
Informasi Publik dan menyiapkan kebutuhan PPID yang
meliputi  proses  penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan

hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi
kerahasiaannya.

Penyandang Disabilitas adalah sctiap orang yang
mengalami  keterbatasan  fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yvang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh
dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

kesamaan hak,
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Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi- pakai data
di tingkat nasional yang dapat diakses melalul pemanfaatan
teknolog informas: dan komunikasi.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk
dibagi pakaikan antar sistem elekironik yang saling
berinteraksi.

Pengguna Informasi Publik adalah warga negara, dan
orang/badan yang mengpunakan Informasi Publik.
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau
badan hukum Indonesia yvang mengajukan permintaan
Informasi Publik.

Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk
memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi
Publik yvang berada di bawah penguasaan Badan Publik,
namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
Klasifikasi adalah  pengelompokan  informasi dan
dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok
dan fungsi organisasi serta kategori informasi.

Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan saksama dan
penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul
apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan
publik vang lebih besar yang harus dilindungi dengan
menutup suatu informasi publik.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara badan publik dengan pengguna Informasi Publik
vang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan
informasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan  Undang-Undang  tentang  Keterbukaan
Informasi Publik dan  peraturan  pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi
Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik
antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi
Informasi.
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29, Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi
publik antara para pihak wvang diputus oleh Komisi

Informasi.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
a. pelaksanaan layanan Informasi Publik;
b. klasifikasi Informasi Publik;
c. standar layanan; dan
d.

laporan dan evaluasi.

BAB 1
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Asgas

Pasal 3

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.

(3) Setiap Informasi Publk harus dapat diperoleh setiap
Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tcpat waktu,
biaya ringan, dan cara sederhana.

(4) Informasi Publik vang dikecualikan bersifat rahasia sesual
dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum
yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat
gserta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa
menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan
vang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.



Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Peraturan im bertujuan untuk:

.

menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
proses pengambilan  keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik;

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan kebijakan publik;

. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan

kebijakan publik;

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, vaitu yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawahbkan;

. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi

hajat hidup orang banyvak;
mengembangkan ilmu  pengetahuan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan

. meningkatkan pengelolaan dan pelavanan informas: di

lingkungan BPKS uniuk menghasilkan layanan informasi
vang berkualitas.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 5

(1) BPKS berhak:

a. menolak memberikan Informasi Publik yvang dikecualikan
berdasarkan undang-undang;

b. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

c. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik
lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

(2) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf ¢ dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Paszal 6

(1) BPKS wajib:

.

menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi
Publik dengan cepal dan lepal waktu, biaya nngan dan
cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
menyediakan Informasi Publik vang akurat, benar, dan
tidak menyesatkan;

membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi
Publik;

. membuat pertimbangan secara fertulis setiap kebijjakan

yvang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas
Informasi Publk; dan

melakukan pengujian tentang konsckuensi atas Informasi
Publik vang dikecualikan.

(2) Pelaksanaan kewajiban BPKS scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

B BT oB

menetapkan standar layanan;

menunjuk dan menetapkan PPID;

menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
menyediakan sarana dan prasarana layvanan Informas
Publik dengan Sistern Elektronik dan non elektronilk;
menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi
Publik;

menganggarkan pembiayaan bagi penvimpanan,
pendokumentasian, penyvediaan, dan pelavanan Informasi
Publik;

membuat dan mengumumkan laporan lavanan Informasi
Publik;

menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik
kepada Komisi Informasi; dan

melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan
pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya;

(3) Pelaksanaan kewajiban BPKS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memperhatikan pelindungan Data Pribadi.
i4) Pelindungan Data Prnbadi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(5) Pelaksanaan kewajiban BPKS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyvandang
Disabilitas.

[6) Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas
sehagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Paragraf 1
Struktur

Pasal 7

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri atas:
fA. Atasan;

b. Dewan Pertimbangan;

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan

d. Pcjabat Peclaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi
[PPPID).

Paragral 2
Atazan

Pasal 8
Atasan schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat
secara ex-officio oleh Deputi Umum selaku pejabat struktural
tertinggi di kesekretariatan BPKS.

Pasal 9
Atasan bertanggungjawab membangun dan mengembangkan
sistem layanan Informasi Publik yang mcliputi  proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan
Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan
Informasi Publik, serta mewakili BPKS dalam hal terjadi

sengketa informasi.

Pasal 10
Tugas dan wewenang Atasan meliputi:
a. menunjuk dan menetapkan Dewan Pertimbangan, PPID, dan
PPPIDy;
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b. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan
Informasi Publik di BPKS;

c. menyelesaikan dan memberikan tanggapan atas keberatan
yvang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk
ditindaklanjuti oleh PPID;

d. menunjuk PPID untuk mewakili BPKS di dalam proses
penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau
Pengadilan; dan

e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan,
evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan
Informasi Publik vang dilakukan oleh PPID dan PPPID.

Paragral 3
Dewan Pertimbangan

Pasal 11
Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b terdiri dari para Deputi di lingkungan BPKS, terdin atas
dan dijabat secara ex-officio oleh:
a. Dewan Pertimbangan 1, dijabat oleh Deputi Komersial dan
Investasi,
b. Dewan Pertimbangan II, dijabat oleh Deputi Pengawasan; dan
¢. Dewan Pertimbangan 111, dijabat oleh Deputi Teknik
Pengembangan dan Tata Ruang.

Pagzal 12
Dewan Pertimbangan bertanggungjawab membantu
merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik,

dan Informasi vang dikecualikan.

Pasal 13

Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan meliputi:

a. memberikan pertimbangan terhadap penyelenggaraan
pelayanan informasi;

b. memberi usulan tentang jenis informasi yang dikecualikan
kepada PPID BPKS; dan

¢. mengupavakan penyelesaian permasalahan keberatan
Pemohon atas pelayanan Informasi Publik  secara

musyawarah.
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Paragraf 4
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 14
(1) PPID schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufl e
mengelola informasi publik di BPKS.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri atas dan
dijabat secara ex-officio oleh:
a. Ketua Harian PPID, dijabat olch Kepala Biro Umum dan
Hubungan Masyarakat;
b. Sekretariat I, dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan dan

Sistem Informasi,

c. Sekretariat [1, dijabat oleh Kepala Perwakilan BPKS Banda
Acch;

d. Sekretariat [II, dijabat oleh Kepala Perwakilan BPKS
Jakarta;

¢. Bidang Pengelola, dijabat oleh Kepala Bagian Sistem
Informasi,

f. Bidang Publikasi, dijabat oleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat;

g. Bidang Pelayvanan, dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha
dan Perlengkapan;

h. Bidang Sengkcta, dijabat oleh Kepala Bagian Hukum.

(2) PPID dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Atasan PPID, dan Kepala BPKS.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh
Koordinator dan Petugas Layanan serta pejabat fungsional
tertentu di BPKS.

Pasal 15
PPID bertanpgungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik
vang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di BPRS.

Pasal 16
(1) Tugas dan wewenang PPID meliputi:
a. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan
layanan Informasi Publik;
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. menyusun dan menetapkan laporan pelaksanaan
kebijakan layanan Informasi Publik;

. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja serta
mengeordinasikan  dan  mengonsolidasikan  proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan Informasi Publik;

. meminta klarifikasi serta mengoordinasikan dan
mengonsolidasikan  pengumpulan dokumen Informasi
Publik dari PPPID dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
di BPKS;

. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik serta
menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik
dan layak untuk dipublikasikan;

menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Pubhk
dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujan
tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan
dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID serta
melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi
Publik vang akan dikecualikan;

. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran
Daftar Informasi Publik serta menyediakan Informasi
Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh
publik;

. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi
Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi;

menolak  Permintaan Informasi  Publik  dengan
menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila
Informasi Publik yvang dimohon termasuk Informas yang
dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan
PPID;

menugaskan PPPID danj/atau Petugas Pelayanan
Informasi untuk membuat, menpelola, memelihara,
dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

. menetapkan strategi dan metode  pembinaan,
pengawasan, cvaluasi, dan monitoring atas pclaksanaan
kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh
PPPID dan/atau Petugas Pelayanan Informasi,
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2] Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ dilakukan apabila suatu informasi dibenkan kepada
masyarakat dengan mempertimbangkan sccara saksama
bahwa menutup Informasi Publik dimaksud dapat
melindungi  kepentingan vang lelih besar daripada
membukanya atau sebaliknya,

[3) Penctapan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
huruf g, dan huruf h harus mendapatkan persetujuan dari
Kepala BPKS.

Paragrafl 5
FFPID

Pasal 17
PPPID bertangpungjawab membantu pelaksanaan layanan
Informasi Publik dan menyiapkan kebutuhan PPID yang
meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja

atau satuan kerja.

Pasal 18
(1) PPPID ditunjuk oleh Atasan PPID dengan
mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan
dan /atau pelayanan Informasi Publik, PPID yang terdin atas:

a., Koordinator; dan

b. Petugas Layanan.

{2) Tugas dan wewenang PPPID meliputi:

a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas,
dan kewenangannya;

b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik
vang telah ditetapkan PPID;

c. mengonsolidasikan proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi
Publik;

d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas
Pelayanan Informasi di BPKS;
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e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi
Publik;

[. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan
memutakhirkan Daftar Informmasi Publik; dan

g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi
Publik agar mudah diakses oleh publik.

(3] Untuk melaksanakan pelayanan informasi, PPPID menyusun
prosedur operasional standar penvediaan, penyimpanan,
pendokumentasian, pengamanan Informasi  Publik, dan

pembukaan akses Informasi Publik untuk PPID.

BAB NI
KALSIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Bagan Kesatu

Lmum

Pasal 19
(1) Informasi Publik vang wajib dibuka terdiri atas:
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
dan/fatau
¢. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh BPKS
terdin atas:
a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
b. Informasi vang  berkaitan dengan  kepentingan
pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
¢. Informasi vang berkaitan dengan hak pribadi;
d, Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
e, Informasi wvang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan; dan/atau
f. Informasi Publik vang dikecualikan berdasarkan
ketentuan undang-undang.
i3) Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan
undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf |
terdiri atas:
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a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat
proses penegakan hukum;

b. Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelekiual
dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan negara;

d. Informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan
kekavaan alam Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional;

i. Informasi Publik yvang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
kepentingan hubungan luar negeri;

#. Informasi Publik vang apabila dibuka  dapat
mengungkapkan isi akta otentik vang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang,

h. Informasi Publik vang apabila dibuka dan dibenkan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi; dan/atau

1. memorandum atau surat-surat antar BPKS atau intra
BPKS, yang menurut sifatnya dirshasiakan kecuali atas
putusan Kemisi Informasi atau pengadilan.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
dalam bentuk dokumen digital {seftcopy) atau dokumen non
digital (hardcopy).

(5) Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen non digtal
fhardcopy) scbagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
berlaku untuk Informasi Elektronik.

(6) Penvediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat [4)
dan ayat (5) wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
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Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara

Berkala

Pasal 20

(1) BPKS wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit terdir atas:

a.

h.

- om oo o

Informasi tentang profil BPKS;

ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan
vang sedang dijalankan dalam lingkup BPKS;

ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup BPKS;

. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;

ringkasan laporan akses Informasi Publik;

Informas: tentang peraturan, keputusan, danjatau
kebijakan yang mengikat danfatau berdampak bagi
publik yang dikeluarkan oleh BPKS;

Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;

. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan

wewenang atau pelanggaran oleh BPKS;
Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
Informasi tentang ketenagakerjaan; dan

. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur

evakuasi keadaan darurat di setiap kantor BPKS.

Pasal 21

Pengumuman secara berkala scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 22

(1} Informasi tentang profil BPKS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf a paling sedikit terdir atas:

a.

Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tajuan,
tugas dan fungsi BPKS serta kantor unit-unit di
bawahnya;

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BPKS;
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d.
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struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja,
profil singkat pejabat struktural; dan

laporan harta hkekayaan Pejabat Negara vang telah
diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi ke BPKS untuk diumumbkan.

(2) Ringkasan Informasi tentang program  sebagaimana

dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

.
b.

nama program dan Kegiatan,

penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta
nomor telepon dan/fatau alamat yang dapat dihubungi;
target dan/atau capaian program dan Kegiatan,

d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber

dan jumlah;

agenda penting terkait pelaksanaan tugas BPKS;
Informasi khusus lainnya wvang berkaitan langsung
dengan hak-hak masyarakat;

Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau
pejabat Badan Publik Negara; dan

Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada
BPKS yvang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk

LUTHLETT .

(3) Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2) huruf ¢ berupa uraian tentang
realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan
beserta capaiannya.

(4) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:

ER
b.

C.

d.

rencana dan laporan realisasi anggaran;

NEraca;

laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan
keuangan vang disusun sesuai dengan standar akuntansi
yang berlaku; dan

daftar aset dan investasi.

(5) Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2] huruf e paling sedikit

terdir atas:

.

jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
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b, waktu wyang diperlukan dalam memenuhi setiap
Permintaan Informasi Publik;

¢. jumlah Permintaan [nformasi Publik yvang dikabulkan
baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi
Publik vang ditolak; dan

d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

(6] Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
vang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2} huruf { paling sedikit terdiri atas:

a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan
perundang-undangan, keputusan, danj/atau kebijakan
yang sedang dalam proses pembuatan; dan

b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan,
dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

{7) Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) hurufl g
paling sedikit terdiri atas:

a. tata cara memperoleh Informasi Publik; dan

b. tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian
sengketa Informasi Publik  berikut pihak-pihak vang
bertanggungjawab yang dapat dihubungi.

(B} Informasi tlentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau  pelanggaran oleh BPKS  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat {2 huruf h terdiri atas:

a. tata cara pengaduan penyvalahgunaan wewenang atau
pelanggaran cleh pejabat BPKS; dan

b. tata cara pengaduan penyalahgunasn wewenang atau
pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau
perjanjian kerja dari BPKS yang bersangkutan.

(9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) hurufl i
paling sedikit terdiri atas:

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum
Pengadaan (RUP).

b. tahap pemilihan, meliputi
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2. Harga Perkiraan Sendin (HPS] serta Riwayat HPS;
3. Spesifikasi Teknis;
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12,
13.

14.
135.
16,
17.
18,
19,
20,
21,
22,

23,

).

Rancangan Kontrak;

Dokumen Persyaratan Penvedia atau Lembar Data
Kualifikasi;

Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar
Data Pemilihan;

Daftar Kuantitas dan Harga;

Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
Gambar Rancangan Pekerjaan;

. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan

Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan;

Dokumen Penawaran Administratif;

Surat Penawaran Penyedia;

Sertifikat atau Lisensi yang masith berlaku dan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Berita Acara Pemberian Penjelasan;

Berita Acara Pengumuman Negosiasi;

Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;

Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penvedia;
Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
Surat Perjanjian Kemitraan,

Surat Perjanjian Swakelola;

Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim
Swakelola;

Nota  Kesepahaman  atau Memorandum  of
Understanding (Moll).

¢. tahap pelaksanaan, meliputi:

1.

Dokumen Kontrak yvang telah ditandatangani beserta
Perubahan Kontrak vyang tidak mengandung
informasi yang dikecualikan;

Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya
mencantumkan informasi mengenai para pihak yang
bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha,
alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai
kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan,
lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana,
jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
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Surat Perintah Mulai Kerja;
Surat Jaminan Pelaksanaan;
Surat Jaminan Uang Muka;
Surat Jaminan Pemeliharaan;
Surat Tagihan;

i LA

Surat Pesanan E-purchasing;

Surat Perintah Membayar;

10. Surat Perintah Pencairan Dana;

11. Laporan Pelaksanaan Pckerjaan;

12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;

13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

l4. Berita Acara Serah Terima Sementara atau
Prowisional Hand Over,

15. Benta Acara Serah Terima atau Final Hand Ouver.

(10) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur

evakuasi keadaan darurat di  setiap kantor BPKS
schagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf k
paling sedikit terdiri dari:

a. pengamatan gejala bencana;

analisis hasil pengamatan gejala bencana;

=]

pengambilan keputusan olch pihak yang berwenang;
. penngatan bencana;

pengambilan tindakan oleh masyarakat:

lokasi evakuasi; dan

pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

® = 0 opop

Pasal 23

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diuvmumkan secara
berkala oleh BPKS paling sedikit terdiri atas:

e

nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis
kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan,
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

nama lengkap pemegang saham, angpota direksi, dan
anggota dewan komisaris perseroan;

laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba
rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahasn yang
telah diaudit;

. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat

kredit dan lembaga pemeringkat lainnya.
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e. sistem  dan alokasi dana remunerasi anggota
komisaris/dewan pengawas dan direksi;

f. mekanisme penetapan direksi dan komisans/dewan
PENZAWAS,

g kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka
scbagal Informas: Publik;

h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan vang baik
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, dan Kewajaran;

1. pengumuman penerbitan efek vang bersifat utang;

j- penggantian akuntan yvang mengaudit perusahaan;

k. perubahan tahun fiskal perusahaan;

. kegiatan penugasan pemerintah danfatau  kewajiban
pelayanan umum atau subsidi;

m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau

n. Informasi lain yvang ditentukan oleh Undang-Undang yvang
berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 24

(1} BPKS wajib mengumumkan secara serta merta suatu
Informasi vang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum.

(2) Informasi vang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliput:

a. Informasi bencana alam;
b. Informasi keadaan bencana non alam;

Informasi bencana sosial;

B P

Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang

menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

c. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang
dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau

f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas

publik.
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Bagian Keempat
Informasi yvang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 25

(1] BPKS wajib menyvediakan [nformasi Publik setiap saat yang
meliputi:

a.
b.

Daftar Informasi Publik;

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau
kebijakan BPKS;

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian,
dan keuangan;

surat-surat perjanjian  dengan pihak ketiga berikut
dokumen pendukungnya;

surat menyurat pimpinan atau peabat BPKS dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan
laporan penaatan izin yang diberikan;

data perbendaharaan atau inventaris;

. rencana strategis dan rencana kerja BPKS;

agenda kerja pimpinan satuan kerja;

Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;

. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang

ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan
penindakannya;
jumlah; jenis, dan pambaran umum pelanggaran yang

dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;

. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
. Peraturan perundang-undangan yang tclah disahkan

beserta kajian akademiknysa;

. Informasi dan kebijakan vang disampaikan pejabat publik

dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sccara
berkala;

Informasi Publik lain vang telah dinvatakan terbuka bag
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa; dan

Informasi tentang standar pengumuman Informasi.
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(2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit terdiri atas:

a.

=)

f.

2.

nomor;

ringkasan isi Informasi;

c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi;
d.

=

penangpungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi;
waktu dan tempat pembuatan Informasi:

bentuk Informasi vang tersedia; dan;

jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(3) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan
BPES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit terdiri atas:

a.
b.

dokumen pendukung;

masukan-masukan dari berbagal pihak atas peraturan,
keputusan atau kebijakan yang dibentulk;

rizsalah rapat dan  proses pembentukan peraturan,
keputusan atau kebijakan vang dibentuk;

. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang

dibentuk;

tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan
vang dibentuk; dan

peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah
diterbitkan.

(4) Informas: tentang orgenisasi, administrasi, kepegawaian,

dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
paling sedikit terdiri atas;

=

d.

pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil
dan keuangan;

profil lengkap pimpinan dan pegawai;

anggaran BPKS secara umum maupun anggaran sccara
khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya,
dan

data statistik vang dibuat dan dikelola oleh BPKS,

(9) Ketentuan mengenai format Daftar Informasi  Publik

tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



(1)

(2)

(3)

(1)

(<)

()

5.

Bagian Kelima

Informasi yang Dikecualikan

Pasal 26

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 avat (2) dan ayal (3) bersifat ketat dan

terbatas.

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

a. scluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi
Publik; atau

b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi
Fublik.

Sebelum menyatakan suatu  Informasi Publik  scbagai

Informasi yang dikecualikan, PPID wajih melakukan

penpujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana

diatur dalam Peraturan ini.

BAB IV
STANDAR LAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan
cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan
Informasi Publik.
Dalam memenuhi hak setiap orang untuk mempercleh
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKS
wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang
terdiri atas:
a. Standar Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi

Publik;
b. Standar Permintaan Informasi Publik;
c. otandar Pengajuan Keberatan; dan
d. Standar Sengketa Informasi Publik.
Standar Prosedur Operasional sebagmimana dimaksud pada

ayat (2) wajib diumumkan dan disebarluaskan.



Bagian Kedua
Standar Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Pasal 28

(1) BPKS wajib mengumumkan Informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

(2} Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib:
a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
b. mudah dipahami; dan
. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan

penduduk setempat.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebarluaskan melalui:
4. papan pengumuman;
b. laman resmi (website) PPID dan /atau BPKS;
c. media sosial PPID dan/atau BPKS;
d. Portal Satu Data Indonesia; dan fatau
e. Aplikasi berbasis teknologi informasi.

i4) Pengumuman dan  penyebarluasan Informasi  Publik
sebapaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

() Pengumuman dan penyebarluasan Informasi  Publik
sebagaimana dimalkesud pada avat (4) paling sedikit
dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.

Pagal 29

(1) PPPID dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi
menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja
dan fatau satuan kerja di BPKS.

(Z2) PPPID menvusun usulan Daftar Informasi  Publik
berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari
seluruh  unit kerja dan/atau satuan kerja di BPKS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PPPID menyampaikan wusulan Daftar Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPID.
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(4] PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan
Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada avat
(3.

(3) PPID menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk Keputusan,

(&) Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) berdasarkan persetujuan Atasan PPID.

(7) Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat 6

(enam) bulan sekali.

Pasal 30

(1) Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar
Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen
digital (softcopy) dan dokumen non digital (hardeopy) serta
memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

(2) Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nen digital
(hardeopy| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk Informasi Elektronik,

(3) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), data yang termuat dalam Informasi
Publik paling sedikit harus memenuhi syarat:

a. konsisten dalam sintak /bentuk,
struktur/skema/komposisi penvajian, dan
semantik /artikulasi keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka wyang dapat dibaca
Sistem Elektronik.

(4} Pemenuhan kadah Interoperabilitas Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
kKetentuan peraturan perundang-undangan.

{3) PPID mengoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan seluruh unit kerja dan/atau satuan
kerja di BPKS yang menguasal Informasi Publik.
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Pasal 31

BPKS wajb menyusun dan menetapkan maklumat

pelayanan vyang merupakan pernvataan kesanggupan

penyelenggara dalam melaksanakan pelayvanan sesuai
dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.

Ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan dalam

maklumat pelayanan paling sedikit berisi:

a. dasar hukum;

b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
jangka waktu penyelesaian;

d. biaya/tarif;

e. jaminan pelayanan vang memberikan kepastian
pelayanan  dilaksanakan sesuai  dengan  standar
pelayanan; dan

f. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 32

BPKS  wajib mengumumkan  maklumat  pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
Pengumuman maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib:
a. menggunakan bahasa Indonesia yvang baik dan benar;
b. mudah dipahami; dan
c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan

penduduk setempat.
Pengumuman scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebarluaskan melalui:
4. Ppapan penguImuman;
b. laman resmi (website) PPID dan/atau BPKS;
¢. media sosial PPID dan/atau BPKS; dan/atau
d. aplikasi berbasis teknologi informasi,
Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} wajib memperhatikan
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan
sehagaimana dimaksud pada avat (4) paling sedikit
dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille,
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Paragraf 1
Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi

Pasal 33

Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (3) dapat dilakukan:

g, sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;

b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau

c. pada saat penvelesaian sengketa Informasi Publik atas
perintah Majelis Komisioner.

Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilalukan dengan ketentuan:

a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di
dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;

b. mencatat Informasi yvang akan dikecualikan secara jelas
dan terang;

c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar
pengecualian;

d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan
kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau
ukuran lain yvang diatur dalam peraturan perundang-
undangan atas kensekuensi vang timbul apabila suatu
informasi dibuka.

Ketentuan mengenal format lembar pengujian konsekuensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian

konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penctapan tentang

Klasifikasi Informasi Dikecualikan.

Penetapan tentang Klasifikasi Informasi vang Dikecualikan

(4) paling sedikit memuat:

a. identitas pejabat PPID yvang menectapkan;

b. BPKS, termasuk unit kerja danfatau satuan kerja
pejabat yang menetapkan;

€. uraian vang jelas dan terang tentang Informasi yang
dikecualikan;

d. alasan pengecualian;
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e. jangka wakiu pengecualian; dan

f. tempat dan tangpal penetapan.

Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayal (3)
huruf d paling sedikit memuat:

a. Undang-undang yvang dijadikan dasar pengecualian; dan
b. analisis konsekuensi.

Ketentuan mengenai format Penetapan tentang Klarifikasi
Informasi yvang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat {5) tercantum dalam Lampiran 111 vang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Pemberian dan Penyampaian Informasi vang Dikecualikan

Pasal 34
Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu  dokumen
Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi vyang
dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberkan
salinannya kepada publik,
Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen
Informasi Publik dinyatakan scbagai Informasi yang
dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan mater:
Informasi wvang dikecualikan dalam salinan deokumen
informasi Publik vang akan dibuka dan diberikan kepada
publik.
PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi
dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai
alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap
kescluruhan salinan dokumen Infermasi Publik,
PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan
dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 3
Jangka Waktu Pengecualian

Pasal 35

1) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemochon Informasi Publik
dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan
paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

(2] Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan jika Informmasi Publik tersebut telah
dibuka dalam sidang pengadilan yvang terbuka untuk umum.

{3) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik vang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengpanggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat ditetapkan sesuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4] Jangka waktu pengecualian Informasi Publik vang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan
ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan
hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang
dibutuhkan.

{5) Penentuan jangka waktu yang dibutuhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan BPKS vang
bersangkutan dengan mempertimbangkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6] Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila
dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(7) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik vang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengungkap rahasia pribadi sescorang ditetapkan
selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelindungan

rahasia pribadi seseorang.
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Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan

ayat (7) dapat dibuka jika:

a. pthak yang rahasianva diungkap memberikan
persetujuan tertulis; dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi scscorang dalam
Jabatan-jabatan publik  sesuai  dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu pengecualian memorandum atau surat-surat

antar-BPRS atan mtra-BPKS yang berkaitan dengan

Informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
PPID menetapkan Informasi yvang dikecualikan vang telah
habis jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi
Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya
Jjangka waktu pengecualiannya.
Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka Informasi yang dikecualikan
menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka
waktu pengecualian.
Informasi vyang dikecualikan vang dinvatakan terbuka
berdasarkan putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap wajib disediakan dan dapat
dialkeses oleh setiap orang.
Informasi wyang dikecualikan wang dinvatakan terbuka
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam
Daftar Informasi Publik.

Paragraf 4
Pengubahan Status Informasi vang Dikecualikan

Pasal 37
PPID dapat melakukan pengubahan status Informasi yang
dikecualikan.
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Pengubahan  status  Informasi  yang  dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dilakukan berdasarkan
pengujian  konsekuensi dan  persetujuan dari pimpinan
BPKS.

Ketentuan mengenal tata cara pengujian  konsckuaensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap pengubahan status Informasi
yvang dikecualikan.

Ketentuan mengenai format Lembar Pengujian Konsekuensi
atas Penpubahan Klasifikasi Informasi yvang Dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada avat [3) tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagan tidak terpisahkan dan
Peraturan Kemisi ini.

Pengubahan status Informasi yang dikecualikan melalui
pengujian konsckuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Pengubahan
Status Informasi yang Dikecualikan.

Ketentuan mengenai format surat keputusan Pengubahan
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada avat [9) tercantum alam Lampiran V vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Standar Permintaan Informasi Publik

Pasal 38

Pemohon [nlormasi Publik dapat mengajukan Permuniaan
Informasi Publik kepada BPKS dan/atau melalu PPID.
Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada
zaat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada BPES
melalui PPID sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikat
melampirkan [owokopi kartu tanda penduduk atau surat
keterangan kependudukan dan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil setempat.
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Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit
melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang
telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia,

Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa
dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan
kependudukan pemberi kuasa.

Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di
hadapan hukum,

Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permintaan
Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan
dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.,

BPKS wajib menyediakan sarana dan prasarana Permintaan
Informasi Publik dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas.

Sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik bagi
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Pasal 39
Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media
elektronik dan/atau non elektronilc,
Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. tertulis dengan datang langsung kepada BPKS; atau
b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

Pasal 40
Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara
tertulis dengan datang langsung kepada BPKS schagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, Pemohon
Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan
Informasi Publik.
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Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan

khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan

Informasi dalam pengisian formulir Permintaan Informasi

Publik.

PPID memberikan nomor pendafltaran setelah Pemohon

Informasi Publik mengisi formulir Permintaan Informasi

Publik.

PPID menyimpan salinan formulir Permintaan Informasi

Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai

tanda bukti Permintaan Informasi Publik.

Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah
Permintaan Informasi Publik diregistrasi;

b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau
kuasanya;

c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda
penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan
badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

d. alamat;

e. nomor telepon/e-mail;

f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi
Publik dikuasakan kepada pihak lain;

g. rincian Infarmasi yang diminta;

h. tujuan penggpunaan Informasi;

i. cara memperoleh Informasi; dan

J- cara mengirimkan Informasi.

Ketentuan mengenai format formulir Permintaan Informasi

Publik tercantum dalam Lampiran VI yvang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 41
Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan melalui
surat clektronik (cmail) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (2) huraf b, Pemohon Informasi Publik harus
mencantumkan paling sedikit:
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a. nama lenglkap orang perorangan atau badan hulkum atau
kuasanva;

b. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda
penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan
badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

c., -alamat;

d. nomor telepon/e-mail;

¢. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi

Publik dikuasakan kepada pihak lain;

rincian Informasi yang diminta;

tujuan penggunaan Informasi;

T oo

cara memperoleh Informasi; dan

(=
d

cara mengirimkan Informasi.
PPID memberikan nomor pendaftaran kepada Pemohon
Informasi Publik setelah diterimanya permintaan dengan

menginimkannya melalui surat clektronik {email).

Pasal 42
Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permintaan Informasi
Publik kepada BPKS, PPID mencatat Permintaan Informasi
Publik dalam buku register Permintaan Informasi Publik.
PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan
Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan
Informasi Publik telah  dicatat dalam buku register
Permintaan Informasi Publik;
PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis  kepada
Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 [sepuluh) hari
sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.
Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berisi:
a. Informasi Publik yang diminta berada di  bawah
penguasaannya atau tidak;
b. keterangan Badan Publik vang menguasai Informasi vang
diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah

penguasaannya;



(5}

(1]

e o

menerima atau menolak Permintsan Informasi Publik
vang disertai dengan alasan;

bentuk Informasi Publik vang tersedia;

biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan
Informasi Publik yang diminta;

wakiu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi
Publik vang diminta;

penjelasan  atas  penghitaman/pengaburan  informasi
yvang diminta bila ada;

permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau
seluruhnya; dan

penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan
karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan,

Ketentuan mengenai format pemberitahuan  tertulis
tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 43

Buku register Permintaan Informasi Publik paling sedikit

mierman

a.
b.
c.

nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik:

tanggal Permintaan Informasi Publik;

nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau
kuasanya;

. nomor induk kependudukan sesuai  kartu  tanda

penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan
badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

alamat;

nomor telepon/ e-mail;

surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi
Publik dikuasakan kepada pihak lain;

. rincian Informasi yang diminta;

tujuan penggunaan Informasi;
status Informasi;
format Informasi yang dikuasai;
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1. jenis permintaan;

m. alasan penolakan dalam hal Permintaan Informasi Publik
ditolak;

n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian
Informasi; dan

0. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan
Informasi Publik yang diminta.

Ketentuan mengenai format buku  register Permintaan

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercanitum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian

vang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 44
Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak memenuhi
persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal
41, dan Pasal 42, Permintaan Informasi Publik dinyatakan
tidak lengkap.
Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak
lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap
untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik.
Pemohon dapat  menyerahkan perbaikan Permintaan
Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari sgjak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon
Informasi Publik.
Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan
perbaikan Permintaan Informasi Publik vang diajukan, PPID
memberikan catatan pada buku register Permintaan
Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan
Informasi Publik yang diajukan.

Pagal 45
Dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak, PPID wajib
menvampaikan pemberitahuan  secara tertulis  dengan
mencantumkan alasan penolakan.
Dalam hal penolakan Permintaan Informasi Publik
berdasarkan alasan pengecualian Informasi, PPID wajib
menvampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai

sural keputusan pengecualian informasi  scbhagaimana
dimaksud dalam Peraturan ini.
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Pembentahuan tertulis scbhagaimana dimaksud pada ayat (1)
dizsampaitkan paling lambat 10 (sepuluh} har sejak
Permintaan Informasi Publik diterima.

Ketentuan  mengenai  format  penolakan  permintaan
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 46
Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID
memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk
melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutubkan
di tempat vang memadai,
Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
memberikan salinan Informasi Publik yvang dibutuhkan
dalam bentuk dekumen digital (softcopy] atau deleumen non
digital (hardcopy).
Pemohon Informasi Publik yang meminta salinan Informasi
Publik wajib:
a. mengisi formulir permintaan salinan Informasi Publik;
dan
b. membayar atau menggant biaya salinan Informasi Publik
jika dibumahkan,

Pasal 47
BPKS menctapkan standar biaya [Informasi dalam
Permintaan Informasi Publik,
Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada:
a. prinsip untuk meringankan Pemohon Informasi Publik;
b. pertimbangan standar biaya yang berlaly umum di
wilayah setempat;
¢. masukan darn masyarakat; dan
d. ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3)

(4]

(1)

{2)

{3

4]

(1)

-40-

Penetapan standar biaya Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. biaya penvalinan Informasi Publik; dan/atau

. biaya pengiriman Informasi Publik

Standar biaya perolchan salinan  Informasi  Publik
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paszal 48
BPKS menetapkan biayva dan tata cara pembayaran
perolehan Informasi Publik.
BPKS wajib mengumumkan biaya dan tala cara pembayaran
perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Pembavaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dilakukan secara:
a. tunai;
b. dikirim ke rekening resmi BPKS,; atau
o, uang elektronik.
BPKS wajib memberikan tanda bukti penerimaan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a.

Bagian Keempat
Standar Pengajuan Keberatan

Pasal 49

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan

dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. pcnolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi
Publik;

b. tidak disediakannya Informasi berkala;

c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;

d. Permintaan Informasi  Publik  ditanggapi tdak
scbagaimana yang diminta;

e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang
diatur dalam Peraturan ini.
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Pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan kepada Atasan PPID,

Pengajuan keberatan scbapgaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan
hukum.

Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan
keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan
dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan,

Pasal S50
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau
non elektronik,
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a. tertulis dengan datang langsung kepada BPKS; atau
b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

Pasal 51
Dalam hal keberatan diajukan secara tertulis dengan datang
langsung kepada BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi
formulir keberatan.
Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan
khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan
Informasi dalam pengisian formulir keberatan.
PPID wajib memberikan nomor pendaftaran  keberatan
setelah Pemohon Informasi Publik mengisi  formulic
keberatan.
PPID wajib menyimpan salinan formulir keberatan vang telah
diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengajuan
keberatan.
Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnyva memuat:
a. nomor pendaliaran pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
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(1)

()

(3)

3.

tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya:

e. alasan pengajuan keberatan;

f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi
oleh Petugas Pelavanan Informasi;

g. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya; dan

h. nama dan tanda tangan petugas Pelayanan Informasi
yang menerima pengajuan keberatan.

PPID wajib memberikan tanda bukti penerimaan keberatan

kepada Pemohon Informasi Publik atau kuasanya.

Ketentuan mengenai format formulir keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) terdapat pada Lampiran X vang

meriupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 52
Dalam hal keberatan diajukan melalui surat elektronik
(email) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf
b, Pemohon Informasi Publik harus mencantumkan paling
sedikit:
a. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik:
b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya;
d. alasan pengajuan keberatan; dan
¢. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya.
Setelah menerima keberatan, PPID  yang menerima
pengajuan keberatan mengisi waktu pemberian tanggapan
atas keberatan serta membubuhkan nama dan tanda tangan
pada formulir keberatan,
Setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], PPID wajib memberikan nomor pendafiaran
keberatan kepada Pemohon Informasi Publik dengan
mengirimnya melalui surat elektronik  (email) Pemohon
Informasi Publile.
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Pasal 53

(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis
vang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yvang
mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan terscbut
dalam register keberatan.

(2) Tanggapan tertulis scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; dan
c. Uralan mengenai bantahan atas alasan pengajuan

keberatan.

(3) Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi
berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib
menvertakan surat keputusan pengecualian Informasi.

BAB V
LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Laporan Layanan Informasi Publik

Pasal 54

(1) BPKS wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan
Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
pelaksanaan anggaran berakhir.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia sctiap saalt.

(3) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat dan Komisi
Informasi Aceh.

(¢} Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
terdiri dari:
a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
¢. rincian pelayanan Informasi Publik;

rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada;
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kendala cksternal dan internal dalam pelaksanaan
Layanan Informasi Publik: dan

rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

Pasal 55

(1) Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik
schagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) hurul b,

antara lain uraian mengenai:

a.

gsarana dan prasarana Layanan Informasi Publik vang
dimiliki beserta kondisinya;

sumber daya manusia yang menangani Layanan
Informasi Publik beserta kualifikasinya;

anggaran Layanan Informasi Publik dan  laporan

penggunaannya.

[2) Rincian Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat (4) huruf ¢, antara lain uraian

MEnEerai:

a,
b.

jumlah Permintaan Informasi Publik;
waktu wyang diperlukan dalam memenuhi setiap
Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;

. Jumlah Permintaan Informasi Publik yvang dikabulkan

baik sebagian atau seluruhnya; dan
jumlah Permintaan Informasi Publik vang ditolak beserta
alasannya.

{3) Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf d, antara lain
memuat:

.

jumlah keberatan vang diterima;

b. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan

c.

pelaksanaannya;

jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi
Informasi vang berwenang;

hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi
Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh
BPKS:
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e. jumlah gugatan vang digjukan ke pengadilan; dan
. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya  oleh
BPKS.

FPasal 50
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dibuat
dalam bentuk:
a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan Layanan

(1]

(2]

3]

i

(1)

]

(3]

Informasi Publik; dan
laporan lengkap yang merupakan pambaran utuh
pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Hagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 57
evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di BPKS
dilakulkan olch Komisi Informasi.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1
[satu) kali dalam setahun.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada BPKS dan diumumkan kepada Publik.
Pelaksanaan evaluasi oleh Komisi Informasi dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang Monitoring
dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal S8
Komisi Informasi menyediakan Sistem Elektronik laporan
dan evaluasi terintegrasi secara digital (online).
BPKS dapat memanfaatkan data dan Informasi dari Sistem
Elekironik sebagaimana dimaksud pada ayat {1].
Sisterm  Elektronik  laporan dan  evaluasi schagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayvat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59
Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala
BPKS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP] Pelavanan Publik, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 60
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 01 September 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANCGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,
Lito

MARTHUNIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
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LAMPIRAN 111

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN

PEEDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMAS] DAN DOKUMENTASI
DI LINGRKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

BAINMN FENGLEAHAAN KAWASAN
MERDAGANGAN BEHAS DAN PELABHAN

KAWASAN

NOMOM SO0 4 TAMLUN 3023
TGl PEMBUATAN a7 Sepfnmber 20023
TOL HEVIEL
TGL. EFERTIF ¥ September H02)
DISAHEAN OLEH Mo, KEPALS HIFES,
D
MARTHLINIS

Ectmrbubknon bafrmnen Pubidik;

2. PP &1 Tahun 2010 wentang Pelnkannasn
ULl 14 Taknae 2008 Lemabmnsg
Eeierbzhain Il wl

1 FERED 1 Tabue: 3010 tentarg Stande:
Layanan Publik;

4, PFERE! | Tahun J013 tenlang Prossdus
Py lewming Songkotn [nlermes Pl

5. PERK! | Tehon 37 mamng
Pengklnsifikasinn Informas Pobil;

fi. PERE] | Tahun 3031 teninng Standne
Layaman knformasi Mahblte (S0

HEBAS BABANG
MAMA SOP ! KERERATAN INFORMAST
MAN DORTTMENTAST PLALIE
| DA=AR EURUM, |FUALIFIRAST FELARSANA:
1. UE 4 Tahase FALEL ] Tentang I Memmbiks peagginbaism tentamg peraturan perundang

undangan di bulrng stnodsr pelavannn publik den
pelmmnen nfnrmee mabkdilk;

2. Manpunas pengerahnan tentang tecs kelols
pemerint ahan veng haak:

2. Marppud betlepmiumibkan depgan baik, secars hean
Fiaiagiin Tulisan,

4. Marmma berkoonturesn dengen pohek lan dengsn
vkl dan elimem;

5. Memililn htr'hﬂl'h[mll.r- El:rj- marma drlam Ii|111

b, Mampns mengeperasikan prrangkst komputer dengan

T. H-r'r‘.h!tl-lnp;hr. i u'r;.\, Hamiil i ;I,I]l 'E-rﬁ“q rnr:t-a-n.u:'_

2 BOP Permaohonan Informaai dan
Lierkuiarssisinna Puldlik;

3. BOP Keberstan Informam dan
Lhikuismetilani Fl.l],ﬂ_il:;

4. S0F Sengketa Informasi dan
Dolnimentasi Pubdik;

[EETERKAIT AN: X |FERALATAN, FERLERGHRATAR:
| BOF Ponetapan dam Peovtalchiren I Eomgires dan dmnngan Intecned,
Finfar Infnrmam Pubhi; 2. Alat CevadPrioter dan Al Pindsf Sean

3 Alat Tulis BEantor (ATH],

4. Buku Crisinn;

5 Almen Bak Doloumen ! Bulo;
&, OrdnerfFile Crganmer.

[FERINGATAN:

|FERCATATAN DAN FENDATAAN:

ﬂl.'-'l'lll.l. S0 2Hi Lk lllll,l.ll.tl;lnkiul
mnkn  kegiiton  pelavines  isbiime
puklik akan terganggu dan berpotensi
memmbslbsn  mazelsh  hokam ale
peluymnnn mengdl lerfsle,

ﬁmmpﬂm dalam bentuk dalm mamuad dan data
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LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

HALMAN FEMOUSAHAAN KAWABAN

FERDAGANGAN BEBAS DAN PELARUHAN

NOMOR S0P 4 TAHMUN 2003
TGL PEMHBUATAN 01 Sepirmle 3035
Tal. RENIS]
TGL. EFEKTIF 13 Beptember 2023
RISAHEAN OLEH Fir. KFEFALA BFRR,
Do
MARTHUNIZ

KAWASAN

'l

4,

F i

Emerlnkaan [niormas Publilc

PP &1 Tabium 210 Ll:ll.l.-l.l.‘!'cllhl.u-.l.'u.
LIEY 140 Talonan 2008 Lentang
Ereerbukaan lnfemasi Foblik,

- PERED | Tabus 3010 ventany Sasmbar

Laymmam Fulsiik;

. MERED | Tabngn 20FLY rentany Provedus

Peuvelensian Senghein hdormas Fabhls

. MEREL 1 Talmn 317 renisg

Pengklpsslikswinn bnformee Pk

PERET | Talnan X210 teninng Standar
Laymman hainrmass Pualilk (8L

Z

a3

BERAD SAHANDG
NAMA 2P BENGKETA INFORMASE DAN
BOEITMENTASE PURLIE
[DASAR HUKUM: KUALIFINAS] PELARSANA:
l. LIL) L ] Taluen A008 fenining - 1 Hnu.l.ﬂ.i. ]:rll.g:'lhhum: leniang peraiosng p-l:l'l.llll.iu.l'l!

undangan di bidang atundar pelayannn publik dan
pelayanan informasi pukblikc

hl.ﬁ_un.ll prefgeialiiag IEting [l kel
peemerinimbian vang baik;

Manymi beckomrmmikns dengan baik, secsrs hano
mmrun fulissn;

» Mampa berkeordinss) dengan pulsak bain dengsn

elektil den efisien;

Mornshba kemansupuian kemge saana dalans tisn;

Mpmpu mengoperastkan peramgkal bompeier dengon
Hil-rp-lln.lrrlpl]ln ramm, anndim, dan becpsn melayam

FERALATAN/FERLENGHAFAN:

3 ﬁ Penmapan dass Pemumbkidean

Dedtar Inforiane Pulibil,

BCP Peamohiosan Tnfocmas dan
Dokumentany Mublik;,

1 S0F Keberatan [ndormesi dan

Dredormenias Pubhlk;

BP Sengkeia Informani dan
Pokesincnine Publk:

B e e RO RS

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Bampuier dan Janngen [niemet;
Alar Cetak [Privied dan Akat Pindls) ) Seande)
Al Tulis Kentor [ATE);

. Bulm Catatan:

Abmari Bk Dokumsen Bukua;,
Chrddiner [ File Oirgrmiser

Apmbila S0F e twdnk  dilaksrinaksan,
maks kegamn  peloyanan  eformeal
puibhk pken fevgengga dean borpotenm
memimbuafan  masalnh  hukum hils
polaymsian menjacde terhambnd.

Plemirmpiiy dalaim benvak data  maneal dan data
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LAMPIRAN V
PERATURAN  KEPALA  BADAN PENGUSAHAAN EAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGEKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DAFTRR INFORMAS FUBLIK
FEADAT PEAMGELOLA BIFORMAS] DAR DOHLBMERTAG
AR PRI LS A AR B A SR P PR G A AR BEIAS DA FELADRHAM OIAS S ADANE
PEREDDE TAHLIN ANGGABAN 3002
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LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

FORMAT FORMULIR PERMINTAAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

FORMULIE PERMINTAAN
NOMOR : __ /MOHON/PPID-BPESS___

Saya yang bertanda tangan dibaweah ini dan mengisi data berilkat dengan sebenar-benarnya akan
rnengajukan Permintaan Informasi Poblilk:

Mo, Identivas [KTE)
Mirma
Alamat

Pekerjmsan

Instans
Mo, Telp E-Mail

Rincian Permohanan
Imformasi

Tujuan Penggunaan

Informasi = -

Cara Memperoleh [ [ELangsung: Melihat/Membaca/Mendengar/Mencatat,
Informasi [ 15alinan: Cetalk! Digial,

Cara Mendapathan ¢ [ ]Ambil Langsung [ | lasa Kurir/Pos

Informasi [ ]Surat Elekironik [ 1

Data ian Informasi vang saya peroleh, akan dipergunakan sesual tujuan yang says cantumbkan, serta
tidak bertentangan l:lr.naim peraturan dan perandang-undangan yang berfako di Negarn Kesatuan
Republik Indonesia.

Fetugas Layanan PFID Pemmnlbion,
PFenerima,
ovanm e | ( )

F . 23 -BOHCH Peed bpks go. 1d & PFRID-BEFRE




LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PEMBERITAHUAN TERTULIS
NOMOR : ___ /NOTIS/PPID-BPKS,

Berdasarkan Permintaan Infarmasi:
Mo, dan Tl Surat Permintaan
Tgl. Disposisi /Diterima
Mo, dan Tl Reghs Permohonan - E
Eami menyampaikan Pemberitahuan kepada Pemohon a'ebapi_ bertkuts
Mama g
Alamat
Instansi
Mo Telp/E-Mail
A Informagi Dapat Diberilkan
Penguazaan Informasi
Panjelasan

P —_—

Bentuk Fistk Tersedia
Biaya Bibutwhlcan

langka Waktu
Panjelasan Lain
B. Informasi Tidak Dapat Diberikan
Penguasaan Infarmasi
Penjelasan

Demikian pemberi@mhuan ing dizampaikan, dibaraplkon pengerunaan informasi sesuai dengan tujuan
dan maksud Pemehon serta Bdale bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di Megara Kesabuan Repabbik Indonesie
Cabamg, =
Pejabat Pengelola Informasi dan Dobumentasi
Badan Pengushaan Kawasan Sabang
Atasan PPID BPKES

NEP. i

F.O04-MCITIA ppad. ke go . dd § PIID-BETES




LAMPIRAN VIII

PERATURAN  KEPALA  BADAN  PENGUSAHAAN  KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTAS]

DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANCGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

FORMAT FORMULIR PENOLAKAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

: .

L | [ 3
s s,
1 i
_ .

'_ o
: ’

PENOLAKAN PERMOHONAN

NOMOR: __ S TOLAK/PPID-BPKS]

Berdasarkan Permintaan Informasi:

Mo. dan Tgl. Surat Permintaan

Tel. Disposisy Diterima

Mo, dan Tgl. Begis Permohonan s .
Kami menyampalkan Pemberitahuan kepada Pemohon sebagal berikut:

Nama 1

Alarmat

Instansi

N::l.Tl:lI.p,."Em:iI.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokomentasi Badan Penpusahaan Kawasan Sahang {(FPID BPKS)
skl il et mna diniohon ool Y
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi i PSRl e HEEUE oo UL B4 Tahun 2006
berdasarkan paika Fasal v wrvng HUEUT 2vraenime = U 14 Tahun 2008
Pasal ..oue S [T ] | R e U o TANUE icenie

Bahwa berdasarkan Fnsal—E’aTal i .-H.EE,. membuka [nformasi tersebut dapar menimbulkan
konsekuensi sehagal berikut:

Dengan demikian menyatakan balmwea: - -

PERMOHONAN INFORMAS] DITOLAK
Jika Pemaohon Informas) keberatan atas penalakan inl maka Pemohon dapat mengajuban keberatan
kepada Atasin PPID-BPKS selambat-lambatnya 30 (tlga puluh) har kerja sejak menerima Surat inl.

Sabang,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengusahaan Kawasan Sabang
Atazan FPID BPKS

[ | i PP u

F. D -TOLAR ppid phks, go . td & PPID-BHPES
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LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA  BADAN PENGUSAHAAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

EAWASAN

FORMAT FORMULIR KEBERATAN

BEADAN PENGIHSAHAAN KAWASAN

PERMNYATAAN KEBERATAN
NDMOR: __ /DEMUR/PPID-BPRS/

A. Informas| Pengajuan Keberatan
Moo dan Tgl Sorat Permohonan
Tgl. Disposisi /Diterima
Ho. dan Tgl. Regis Permohonan

Tujuan _Pmﬁgunaan
Informasi

N

Alamak
Imstansi

Ho. Telp/Email

B dAlasan Pengajuan Keberatan

[ | Permohonan Informastdi tolak

[ 1 InfsrmassBerkala vk disediakan

[ 1 Permintaanddak ditanggag

[ 1 Permintaan ditanggagpl ddak semetinya

| | Permiataan ddak dipeaakl
| | EBlayas yang tidak wajar

| | Melsbihi janghka waktu
[1]

. Kasus Fosisi

Eummu_ﬂms Keberatan Alkkan DMberikan

Toanggui

falun

Tirhium

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapanays, saya ucapkan terima

kasih.

Petupas Lavanan PP
Pesverinm,

T, S~ CmR

Fengaju Keberatan,,

ppid bBpka.g=.id 0 PRID-DEXS




